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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TARIF PELAYANAN
KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK

a. Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat
merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan
masyarakat;

b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah
Pandan Arang Kabupaten Boyolali, maka tariff pelayanan
kesehatan kelas III sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit
Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali perlu
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
besaran tariff kelas III pada Rumah Sakit yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten
Boyolali;

- Dasar Hukum Perda ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23

Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun

2015; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24

Tahun 2011; PP No 23 Tahun 2005; PP No 87 Tahun 2014,

Perda Kabupaten Boyolali No 22 Tahun 2016;

- Perda ini terdiri dari:

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Maksud, dan Tujuan;

BAB III Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan; BAB IV

Kebijakan Tarif; BAB V Komponen Dan Besaran Tarif; BAB VI

Ketentuan Kerjasama Dengan Pihak Penjamin; BAB VII



CATATAN

Ketentuan Penutup.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 160), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3

September 2018.



